PUTUSAN
Nomor 9/ PID.SUS-TPK / 2023/ PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pldana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung
Karang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AMRI JAYA bin MAAZI (Alm).

Tempat lahir : Pagar Dalam.

Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/07 Agustus 1974.

Jenis kelamin . Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal :Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan.
Agama : Islam.

Pekerjaan :Peratin Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Barat (Masa Periode 2016 s/d
tahun 2022.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27
Desember 2022;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28
Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal
21 Pebruari 2023;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak
tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 14 Maret 2023
sampai dengan tanggal 12 April 2023;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang
sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
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7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11
Juli 2023;

8. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10
Agustus 2023;

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal
17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023.

10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal
14 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan

dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) DAN (3)
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) DAN (3) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
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Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK tanggal 1 Agustus 2023 tentang
penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK
tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan
Negeri Lampung Barat tanggal 14 Juni 2023 Nomor Reg.Perkara: PDS-
01/KRUI/03/2023, sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa AMRI JAYA Bin MAAZI (Alm) terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara” melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan PRIMAIR dari Jaksa Penuntut
Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRI JAYA Bin MAAZI (Alm)
dengan pidana Penjara Selama 7 (tujuh) Tahun 10 (sepuluh) bulan
dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas | Bandar Lampung;

3) Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan

4) Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.
1.030.553.232,- (satu milyar tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga
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ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan bila uang

pengganti tersebut tidak dibayar oleh terdakwa paling lama 1 (satu) bulan

setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda
terdakwa dapat dilakukan penyitaan dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang

mencukupi uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 3

(tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;

5) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
6) Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor :
B/367/KPTS/01/HK-PSB/2016 tentang Pengangkatan Peratin Pekon
Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan;

2) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
10 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dari jabatan
dan tugas aparatur Pemerintahan Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir
Selatan Tahun 2021.

3) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Badan Kontak Majelis
Taklim (BKMT) Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

4) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
12 Tahun 2021 tentang Bina Keluarga Remaja (BKR) Pekon Pagar
Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

5) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kader Keluarga Sadar Gizi
(KADARZI) Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

6) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Gerakan Sayang lbu (GSI)
Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.
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1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
15 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Guru Ngaji

Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :

16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kader Kepengurusan Ibu Hamil

Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :

17 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Imam Masijid

Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
18 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna
"Pantai Gading” Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Tim Keluarga
Berencana (KB) Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
21 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota

Satuan Perlindungan Masyarkat (LINMAS) Pekon Pagar Dalam Kec.

Pesisir Selatan Tahun 2021.
1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
22 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP) Pekon Pagar Dalam Kec.

Pesisir Selatan Tahun 2021.
1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
23 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dari
Jabatan dan Tugas Operator Siskeudes Pekon Pagar Dalam Kec.
Pesisir Selatan Tahun 2021.
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15) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
25 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kader Pos Pelayanan Terpadu
(POSYANDU) Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

16) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
26 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir
Selatan Tahun 2021.

17) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
33 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kader Bina Keluarga Balita
(BKB) Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

18) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No :
39 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Relawan Desa Lawan Covid 19
Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

19) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam
No : 21 Tahun 2021 tentang Pembentukan Relawan Pemutakhiran
data SDGs Desa dan Index Membangun (IDM) Tahun 2021Peratin
Pagar Dalam.

20) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam
No : 25 Tahun 2021 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan
(TPK) Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Tahun 2021.

21) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pekon Pagar Dalam Nomor : 01
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Pagar
Dalam T.A 2021.

22) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pekon Pagar Dalam Nomor : 02
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Pagar
Dalam T.A 2021.

23) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Kepala Desa Pagar Dalam Nomor :
01 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Pekon Pagar Dalam Tahun Anggaran 2020.
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24) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Pagar Dalam Nomor : 06
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Pagar Dalam Tahun Anggaran 2020.

25) 1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor : 06
Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT-DD).

26) 1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/20/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan
Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Pekon Pagar
Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2020.

27) 1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/22/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan
Imam Masjid Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

28) 1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/23/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan
Guru Ngaji Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2020.

29) 1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/25/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan Pengurus Badan
Kontak Majelis Taklim (BKMT) Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

30) 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor
. 141/27/2006/V1.04/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
dari Jabtaan dan Tugas Operator Siskeudes Pekon Pagar Dalam
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

31) 1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/82/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan Tim Penggerak
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Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pekon Pagar Dalam
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :

141/83/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan Kader Kesehatan
Lingkungan (KESLING) Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :

141/85/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan Kader Kepengurusan
Kelas Ibu Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2020.

1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor
: 141/88/2006/V1.04/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
dari Jabtaan dan Tugas Aparatur Pemerintahan Pekon Pagar Dalam

Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :

141/93/2006/V1.04/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
dari Jabtaan dan Tugas Staff Peratin Pekon Pagar Dalam Kecamatan

Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :

141/95/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan Pos Lanjut Usia
(LANSIA) Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2020.

1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :

141/102/2006/V1.04/2020 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP) Pekon Pagar Dalam
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Pekon Pagar Dalam

Tahun 2020.
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39) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Pekon Pagar Dalam
Per Bulan Agustus Tahun 2021.

40) 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Usulan Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Pekon Pagar Dalam.

41) 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Lampung atas nama
nasabah Peratin Pagar Dalam Selatan.

42) 1 (satu) unit Laptop Merk LENOVO T400 | warna hitam Type 2784 —
A25 S/N L3-AFCOG 08/11;

43) 1 (satu) unit Laptop Merk LENOVO T400 warna hitam Type 2767 — ME3
S/N L3-CRR6N 09/05;

44) 2 (dua) buah Charger Laptop Merk Lenovo warna hitam
Dikembalikan kepada saksi ERIZA DESKA ARYANTO

45) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
0692-SP2D-LS/4.04.05.02/2020 tanggal 09 Juni 2020 untuk Alokasi
Dana Pekon (ADP) Tahap | kepada 15 Pekon di Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

46) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
1764-SP2D-LS/4.04.05.02/2020 tanggal 04 November 2020 untuk
Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap Il kepada 15 Pekon di Kecamatan
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

47) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
1765-SP2D-LS/4.04.05.02/2020 tanggal 04 November 2020 untuk
Alokasi Dana Pekon (ADP) Sumber Dana DAUT Tahap | kepada 15
Pekon di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2020.

48) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
2088-SP2D-LS/4.04.05.02/2020 tanggal 02 Desember 2020 untuk
Alokasi Dana Pekon (ADP) Sumber Dana DAUT Tahap Il kepada 15
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Pekon di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2020.

1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

1843-SP2D-LS/5.02.0-00.0-00.39.01/2021 tanggal 01 November 2021
untuk Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi
Daerah TA. 2020 (Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Ngaras,
Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Bengkunat dan Kecamatan
Pesisir Selatan).

1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 0526-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 7
Mei 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon) Bulan
Januari s/d Mei 2021.

1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 0682-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 11
Juni 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon) Bulan Juni
2021.

1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 0873-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 07
Juli 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon) Bulan Juli
2021.

1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 1424-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 9
September 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon)
Bulan September 2021.
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54) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 1666-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 08
Oktober 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon)
Bulan Oktober 2021.

55) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 1116-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 09
Agustus 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon)
Bulan Agustus 2021.

56) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 1973-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 11
November 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon)
Bulan November 2021.

57) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 2219-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 15
Desember 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon)
Bulan Desember 2021.

58) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap | Earmarked 8% Batch 8 Nomor : 900/325/V.02/2021 tanggal 07
Mei 2021.

59) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Reguler Tahap | T.A 2021 Batch 22 Nomor : 900/461/Vv.02/2021
tanggal 16 Juni 2021.

60) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran BLT Desa
Bulan Januari 2021 Batch 29 Nomor : 900/491/V.02/2021 tanggal 22
Juni 2021.
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61) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran BLT Desa
Bulan Februari 2021 Batch 60 Nomor : 900/433/V.02/2021 tanggal 09
Agustus 2021.

62) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran BLT Desa
Bulan Maret 2021 Batch 64 Nomor : 900/452/V.02/2021 tanggal 12
Agustus 2021.

63) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran BLT Desa
Bulan April 2021 Batch 67 Nomor : 900/482/V.02/2021 tanggal 19
Agustus 2021.

64) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Reguler Tahap Il Batch 8 Nomor : 900/574/V.02/2021 tanggal 11
Oktober 2021.

65) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Reguler Tahap 3 Batch 5 Nomor : 900/910/V.02/2021 tanggal 13
Desember 2021.

66) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Bantuan Langsung Tunai Bulan Desember Batch 128 Nomor
900/....... /V.02/2021 tanggal 13 Desember 2021.

67) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap | Nomor : 900/446/V.02/2020 tanggal 19 Mei 2020.

68) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap | Nomor : 900/498/V.02/2020 tanggal 15 Juni 2020.

69) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap | Bulan ke-3 Nomor : 900/573/V.02/2020 tanggal 07 Juli 2020.

70) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap Il Bulan ke-1 Batch 7 Nomor : 900/705/V.02/2020 tanggal 05
Agustus 2020.
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71) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
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74)

75)

76)

77)
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Tahap Il Bulan ke-1 Batch 15 Nomor : 900/889/V.02/2020 tanggal 03
September 2020.

1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap Il Bulan ke-3 Batch 21 Nomor : 900/871/V.02/2020 tanggal 21
September 2020.

1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap Il Batch 1 Nomor : 900/1103/V.02/2020 tanggal 02 Desember
2020.

Dikembalikan kepada saksi NURYANTI,SE.MM

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) yang diterima oleh Peratin dan
Bendahara pada tanggal 10 Mei 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) untuk gaji Aparatur Pekon, SPJ
dan sisanya, yang diterima oleh Amri Jaya pada tanggal 19 Mei 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh
Peratin Amri Jaya dan Bendahara Syarip Ali pada tanggal 18 Juni
2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang
diterima oleh Amri Jaya pada tanggal 23 Juni 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk
pembangunan pisik jembatan yang diterima oleh syarip Ali dan

Habiburrohman pada tanggal 05 November 2021.
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1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara sejumlah Rp.
42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima
oleh Amri Jaya pada tanggal 06 November 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 22
November 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran
pajak yang diterima oleh Amri Jaya pada tanggal 22 November 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk BLT DD bulan September
dan Oktober yang diterima oleh Amri Jaya dan Syarip Ali pada tanggal

22 Desember 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk BLT DD yang diterima oleh
Amri Jaya pada tanggal 23 November 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk gaji
Aparat, Imam Masjid, Guru Ngaji yang diterima oleh Peratin dan
Bendahara pada tanggal 22 Desember 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang diterima
oleh Amri Jaya pada tanggal 22 Desember 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk insentip Marbot
yang ditanda tangani oleh Yusri pada tanggal 10 Juni 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk insentip Marbot
yang ditanda tangani oleh Ruskan pada tanggal 10 Juni 2021.
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88) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk insentip Marbot
yang ditanda tangani oleh Muzayat pada tanggal 10 Juni 2021.

89) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk
insentip Guru Ngaji yang ditanda tangani oleh Akman pada tanggal 10
Juni 2021.

90) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus Lima Puluh ribu rupiah) untuk
insentip Guru Ngaji yang ditanda tangani oleh Almalina pada tanggal
10 Juni 2021.

91) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk insentip
Guru Ngaji yang ditanda tangani oleh Yusirwan pada tanggal 10 Juni
2021.

92) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk insentip Imam Pembantu yang
ditanda tangani oleh M. Khoribin pada tanggal 10 Juni 2021.

93) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk insentip
Guru Ngaji yang ditanda tangani oleh Muhsin G pada tanggal 10 Juni
2021.

94) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk insentip Khotib yang ditanda
tangani oleh Sarip Ali pada tanggal 10 Juni 2021.

95) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid sejumlah Rp.
4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk insentip Imam
Masijid yang ditanda tangani oleh Arzani pada tanggal 10 Juni 2021.
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96)

97)

98)

99)

100)

101)

102)

103)

104)

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran guru ngaji,
imam dan marbot yang diterima oleh Arzani pada tanggal 19 Juni 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran guru ngaji,
imam dan marbot masjid Arrohman Pagar Dalam yang diterima oleh
Arzani pada tanggal 24 Desember 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk
insentip Guru Ngaji yang ditanda tangani oleh Akman pada tanggal 05
Desember 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk insentip Imam Pembantu yang
ditanda tangani oleh M. Khoribin pada tanggal 05 Desember 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk insentip Guru Ngaji yang
ditanda tangani oleh Yusirwan pada tanggal 05 Desember 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah

Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk insentip Marbot
Ibilal yang ditanda tangani oleh Muzayat pada tanggal 05 Desember
2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah

Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk insentip Marbot
yang ditanda tangani oleh Ruskan pada tanggal 05 Desember 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah

Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk insentip Marbot
yang ditanda tangani oleh Yusri pada tanggal 05 Desember 2021.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah

Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk insentip
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Guru Ngaji yang ditanda tangani oleh Muhsin pada tanggal 05
Desember 2021.

105) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk insentip Khotib yang ditanda
tangani oleh Sarip Ali pada tanggal 05 Desember 2021.

106) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah

Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk insentip Imam
Masjid yang ditanda tangani oleh Arzani pada tanggal 05 Desember
2021.

107) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah

Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh riba rupiah) untuk
insentip Guru Ngaji yang ditanda tangani oleh Almalina pada tanggal
05 Desember 2021.

108) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.

15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Gaji LHP yang diterima oleh Nursahbeni pada tanggal 22
Juni 2021.

109) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.

127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran
BLT Tahap | yang diterima oleh Amri Jaya dan Syarip Ali pada tanggal
20 Mei 2020.

110) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara sejumlah Rp.

127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran
BLT Dana Desa Tahap | yang diterima oleh Amri Jaya pada tanggal 21
Mei 2020.

111) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.

170.400.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
untuk pembayaran Gaji Aparat ADP Tahap | yang diterima oleh Amri
Jaya dan Syarip Ali pada tanggal 10 Juni 2020.
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112)

113)

114)
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116)
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1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
170.400.000,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Gaji Aparatur Pekon ADP Tahap | yang diterima oleh Amri
Jaya pada tanggal 13 Juni 2020.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.

125.700.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
untuk pembayaran BLT DD Tahap Il yang diterima oleh Amri Jaya dan
Syarip Ali pada tanggal 18 Juni 2020.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
125.700.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
untuk pembayaran BLT DD Tahap Il yang diterima oleh Amri Jaya pada
tanggal 20 Juni 2020.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.

84.750.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) yang diterima oleh Syarip Ali dan Firdaus pada tanggal 10 Juni
2020.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 84.750.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Amri Jaya pada tanggal 10 Juli
2020.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
untuk pembayaran Gaji LHP yang diterima oleh Zulyadin pada tanggal
12 Juni 2020.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk
pembayaran Guru Ngaji, Imam dan Marbot yang diterima oleh Arzani

pada tanggal 10 Juni 2020.
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119) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk
pembayaran Guru Ngaji, Imam dan Marbot masjid Arrohnman Pagar
Dalam yang diterima oleh Arzani pada tanggal 12 Juni 2020.

120) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 19 Juni 2020.

121) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Pembersihan Kuburan selama enam bulan Januari s/d
Juni 2020 yang diterima oleh Malkan pada tanggal 19 Juni 2020.

122) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Profil Pekon pada tanggal 02 Oktober 2020.

123) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Imam Masjid Arrohman yang diterima oleh M. Choribin
pada tanggal 12 Juni 2020.

124) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Marbot yang diterima oleh Ruskan pada tanggal
12 Juni 2020.

125) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Marbot yang diterima oleh Yusri pada tanggal 12
Juni 2020.

126) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Khotib yang diterima oleh Syarip Ali pada
tanggal 12 Juni 2020.
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127) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Marbot yang diterima oleh Muzayat pada tanggal
11 Juni 2020.

128) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Imam Masjid yang diterima oleh Arzani
pada tanggal 12 Juni 2020.

129) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.2500.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Akman pada
tanggal 12 Juni 2020.

130) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Almalina
pada tanggal 12 Juni 2020.

131) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Nusirwan pada
tanggal 12 Juni 2020.

132) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Muhsin pada
tanggal 12 Juni 2020.

133) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang
diterima oleh Sudirman pada tanggal 10 Juli 2020.

134) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran buat
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seragam pemda yang diterima oleh Sudirman pada tanggal 11 Juli
2020.

135) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Ongkos Tukang yang diterima oleh Ali Hasan pada
tanggal 23 Juli 2020.

136) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Besi
yang diterima oleh Ali Hasan pada tanggal 27 September 2020.

137) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran
Ongkos Tukang yang diterima oleh Ali Hasan pada tanggal 07
November 2020.

138) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran Ongkos
Tukang yang diterima oleh Ali Hasan pada tanggal 11 Oktober 2020.

139) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran Ongkos
Tukang yang diterima oleh Ali Hasan pada tanggal 12 November 2020.

140) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Marbot yang diterima oleh Yusri pada tanggal 05
November 2020.

141) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Marbot yang diterima oleh Ruskan pada tanggal
05 November 2020.

142) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
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143)

144)

145)

146)

147)

148)

149)

pembayaran Insentif Marbot yang diterima oleh Muzayat pada tanggal

05 November 2020.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Khotib yang diterima oleh Syarip Ali pada
tanggal 05 November 2020.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Imam Masjid yang diterima oleh Arzani
pada tanggal 05 November 2020.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Almalina
pada tanggal 05 November 2020.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Akman pada
tanggal 05 November 2020.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Muhsin pada
tanggal 05 November 2020.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Nusirwan pada
tanggal 05 November 2020.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk
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pembayaran Insentif Imam Masjid yang diterima oleh M. Choribin pada
tanggal 05 November 2020.

150) Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor
900/23/KPTS/2003.VI1.04/2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang
Pengangkatan Kaur Keuangan Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019.

Dikembalikan kepada saksi SYARIP ALI

151) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00049A tanggal 19 Mei 2020 Penyaluran Dana Desa Kab. Pesisir Barat
Tahap | TA 2020 untuk 7 Desa sebesar Rp. 989.505.300 (Sembilan
ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima ribu tiga ratus rupiah)

152) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00078A tanggal 16 Juni 2020 Penyaluran Dana Desa Kab. Pesisir
Barat Tahap | TA 2020 untuk 33 Desa sebesar Rp. 5.040.627.150 (lima
milyar empat puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu serratus lima
puluh rupiah).

153) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00107A tanggal 08 Juli 2020 Penyaluran Dana Desa Kab. Pesisir Barat
Tahap | TA 2020 untuk 9 Desa sebesar Rp. 868.971.800 (delapan
ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu
delapan ratus rupiah).

154) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00141Atanggal 05 Agustus 2020 Penyaluran Dana Desa Kab. Pesisir
Barat Tahap 2 TA 2020 untuk 13 Desa sebesar Rp. 1.767.046.050
(satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat puluh enam ribu
lima puluh rupiah).

155) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00213A tanggal 03 September 2020 Penyaluran Dana Desa Kab.
Pesisir Barat Tahap 2 TA 2020 untuk 53 Desa sebesar Rp.
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7.767.192.000 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta serratus
sembilan puluh dua ribu rupiah).

156) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00234A tanggal 22 September 2020 Penyaluran Dana Desa Kab.
Pesisir Barat Tahap 2 TA 2020 untuk 53 Desa sebesar Rp.
5.178.128.000 (lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus
dua puluh delapan ribu rupiah).

157) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
000255A tanggal 03 Desember 2020 Penyaluran Dana Desa Kab.
Pesisir Barat Tahap 3 TA 2020 untuk 71 Desa sebesar Rp.
13.718.735.050 (tiga belas milyar tujuh ratus delapan belas juta tujuh
ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah).

158) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00089A tanggal 10 Mei 2021 Penyaluran Dana Desa Kab. Pesisir Barat
Tahap | TA 2021 untuk 43 Desa sebesar Rp. 3.303.168.160 (tiga milyar
tiga ratus tiga juta seratus enam puluh delapan ribu seratus enam
puluh rupiah).

159) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00154A tanggal 16 Juni 2021 Penyaluran Dana Desa Kab. Pesisir
Barat Tahap | TA 2021 untuk 6 Desa sebesar Rp. 1.644.055.840 (satu
milyar enam ratus empat puluh empat juta lima puluh lima ribu delapan
ratus empat puluh rupiah).

160) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00172Atanggal 23 Juni 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021 untuk
BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-1 untuk 6 Desa sebesar Rp.
66.900.000 (enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

161) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00267A tanggal 10 Agustus 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-2 untuk 23 Desa sebesar
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Rp. 299.400.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus
ribu rupiah).

162) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00283A tanggal 12 Agustus 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-3 untuk 19 Desa sebesar
Rp. 263.400.000 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu
rupiah).

163) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00303A tanggal 20 Agustus 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-4 untuk 17 Desa sebesar
Rp. 231.000.000 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).

164) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00403A tanggal 05 Oktober 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-5 untuk 1 Desa sebesar
Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

165) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00430A tanggal 13 Oktober 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-7 untuk 19 Desa sebesar
Rp. 234.600.000 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu
rupiah).

166) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00432A tanggal 13 Oktober 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-8 untuk 19 Desa sebesar
Rp. 234.600.000 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu
rupiah).

167) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00434A tanggal 13 Oktober 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-6 untuk 19 Desa sebesar
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Rp. 234.600.000 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu
rupiah).

168) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00436A tanggal 13 Oktober 2021 Penyaluran Dana Desa Kab. Pesisir
Barat Tahap 2 TA 2021 untuk 19 Desa sebesar Rp. 5.833.739.200(lima
milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan
ribu dua ratus rupiah).

169) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00522A tanggal 01 Desember 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-10 untuk 9 Desa sebesar
Rp. 152.100.000 (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).

170) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00524A tanggal 01 Desember 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-9 untuk 9 Desa sebesar
Rp. 152.100.000 (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).

171) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00575A tanggal 14 Desember 2021 Penyaluran Dana Desa Kab.
Pesisir Barat Tahap 3 TA 2021 untuk 25 Desa sebesar Rp.
4.447.135.600 (empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta
seratus tiga puluh lima enam ratus rupiah).

172) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00571A tanggal 14 Desember 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-12 untuk 25 Desa sebesar
Rp. 327.300.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

173) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00579A tanggal 14 Desember 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-11 untuk 25 Desa sebesar
Rp. 327.300.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD SLAMET SUBHAN
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174) 1 (satu) Rangkap fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa
Pekon Pagar Dalam Tahun 2020 versi Aplikasi Omspan.

175) 1 (satu) Rangkap fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa
Pekon Pagar Dalam Tahun 2021 versi Aplikasi Omspan.

176) 1 (satu) Rangkap fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Sumber Dana
Desa Pekon Pagar Dalam Tahun 2021 versi Aplikasi Siskeudes.
Dikembalikan kepada saksi HURY RAHMANTO, S.IP.

7) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-

(sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Tanjungkarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tijk tanggal 12 Juli 2023
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI JAYA Bin MAAZI (Alm) tersebut diatas, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa AMRI JAYA Bin MAAZI (Alm) tersebut diatas, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMRI JAYA Bin MAAZI (Alm) oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda
sejumlah Rp 150.000.000,00 seratus lima puluh juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 4 (empat) Bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah
Rp550.176.751,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam
ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila
Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan

sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
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harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang
untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai
harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut,
maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
1) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor:
B/367/KPTS/01/HK-PSB/2016 tentang Pengangkatan Peratin Pekon
Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan;
2) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:
10 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dari jabatan
dan tugas aparatur Pemerintahan Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir
Selatan Tahun 2021.
3) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:
11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Badan Kontak Majelis
Taklim (BKMT) Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.
4) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:
12 Tahun 2021 tentang Bina Keluarga Remaja (BKR) Pekon Pagar
Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.
5) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:
13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kader Keluarga Sadar Gizi
(KADARZI) Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.
6) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:
14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Gerakan Sayang Ibu (GSlI)
Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
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1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:
15 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Guru Ngaji
Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:
16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kader Kepengurusan Ibu Hamil
Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:
17 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Imam Masijid
Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:
18 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna "Pantai
Gading” Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:
19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Tim Keluarga
Berencana (KB) Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:
21 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota
Satuan Perlindungan Masyarkat (LINMAS) Pekon Pagar Dalam Kec.
Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:
22 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP) Pekon Pagar Dalam Kec.
Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:
23 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan
dan Tugas Operator Siskeudes Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir
Selatan Tahun 2021.
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
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1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:

25 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kader Pos Pelayanan Terpadu
(POSYANDU) Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:

26 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir
Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:

33 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kader Bina Keluarga Balita
(BKB) Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam No:

39 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Relawan Desa Lawan Covid 19
Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam
No : 21 Tahun 2021 tentang Pembentukan Relawan Pemutakhiran data
SDGs Desa dan Index Membangun (IDM) Tahun 2021Peratin Pagar
Dalam.

1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam
No : 25 Tahun 2021 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan
(TPK) Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Tahun 2021.

1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pekon Pagar Dalam Nomor : 01
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Pagar
Dalam T.A 2021.

1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pekon Pagar Dalam Nomor : 02
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Pagar
Dalam T.A 2021.

1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Kepala Desa Pagar Dalam Nomor :

01 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Pekon Pagar Dalam Tahun Anggaran 2020.
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24) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Pagar Dalam Nomor : 06
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Pagar Dalam Tahun Anggaran 2020.

25) 1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor : 06
Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT-DD).

26) 1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/20/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan
Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Pekon Pagar
Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2020.

27) 1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/22/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan
Imam Masjid Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

28) 1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/23/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Guru
Ngaji Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2020.

29) 1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/25/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan Pengurus Badan Kontak
Majelis Taklim (BKMT) Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

30) 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor
. 141/27/2006/V1.04/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
dari Jabtaan dan Tugas Operator Siskeudes Pekon Pagar Dalam
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

31) 1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/82/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan Tim Penggerak
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32)
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Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pekon Pagar Dalam
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/83/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan Kader Kesehatan
Lingkungan (KESLING) Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/85/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan Kader Kepengurusan
Kelas Ibu Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2020.

1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor

: 141/88/2006/V1.04/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
dari Jabtaan dan Tugas Aparatur Pemerintahan Pekon Pagar Dalam
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/93/2006/V1.04/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dari
Jabtaan dan Tugas Staff Peratin Pekon Pagar Dalam Kecamatan
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/95/2006/V1.04/2020 tentang Pembentukan Pos Lanjut Usia
(LANSIA) Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2020.

1 (satu) rangkap asli Peraturan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor :
141/102/2006/V1.04/2020 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP) Pekon Pagar Dalam
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Pekon Pagar Dalam
Tahun 2020.
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39)

40)

41)

42)

43)

44)

1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Pekon Pagar Dalam

Per Bulan Agustus Tahun 2021.

1 (satu) bundel dokumen Permohonan Usulan Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Pekon Pagar Dalam.

1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Lampung atas nama
nasabah Peratin Pagar Dalam Selatan.

1 (satu) unit Laptop Merk LENOVO T400 | warna hitam Type 2784 —
A25 S/N L3-AFCOG 08/11;

1 (satu) unit Laptop Merk LENOVO T400 warna hitam Type 2767 — ME3
S/N L3-CRR6N 09/05;

2 (dua) buah Charger Laptop Merk Lenovo warna hitam;

Barang Bukti nomor urut 1 s/d 44 dikembalikan ke Pekon Pagar Dalam

melalui Eriza Deska Aryanto selaku Sekretaris Pekon Pagar Dalam
Tahun 2021;

45)

46)

47)

48)

1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
0692-SP2D-LS/4.04.05.02/2020 tanggal 09 Juni 2020 untuk Alokasi
Dana Pekon (ADP) Tahap | kepada 15 Pekon di Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
1764-SP2D-LS/4.04.05.02/2020 tanggal 04 November 2020 untuk
Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap Il kepada 15 Pekon di Kecamatan
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
1765-SP2D-LS/4.04.05.02/2020 tanggal 04 November 2020 untuk
Alokasi Dana Pekon (ADP) Sumber Dana DAUT Tahap | kepada 15
Pekon di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2020;

1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
2088-SP2D-LS/4.04.05.02/2020 tanggal 02 Desember 2020 untuk
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Alokasi Dana Pekon (ADP) Sumber Dana DAUT Tahap Il kepada 15
Pekon di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2020;

1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

1843-SP2D-LS/5.02.0-00.0-00.39.01/2021 tanggal 01 November 2021
untuk Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi
Daerah TA. 2020 (Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Ngaras,
Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Bengkunat dan Kecamatan
Pesisir Selatan);

1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 0526-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 7
Mei 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon) Bulan
Januari s/d Mei 2021;

1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 0682-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 11
Juni 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon) Bulan Juni
2021;

1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 0873-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 07
Juli 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon) Bulan Juli
2021;

1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 1424-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 9
September 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon)
Bulan September 2021;
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54) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 1666-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 08
Oktober 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon)
Bulan Oktober 2021;

b5) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 1116-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 09
Agustus 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon)
Bulan Agustus 2021;

56) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 1973-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 11
November 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon)
Bulan November 2021;

57) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 2219-SP2D-LS/2-13.0-00.0-00.12.01/2021 tanggal 15
Desember 2021 untuk LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Pekon)
Bulan Desember 2021;

58) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap | Earmarked 8% Batch 8 Nomor : 900/325/V.02/2021 tanggal 07
Mei 2021,

59) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Reguler Tahap | T.A 2021 Batch 22 Nomor : 900/461/V.02/2021 tanggal
16 Juni 2021,

60) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran BLT Desa
Bulan Januari 2021 Batch 29 Nomor : 900/491/V.02/2021 tanggal 22
Juni 2021,

Halaman 35 of 59 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35



61) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran BLT Desa
Bulan Februari 2021 Batch 60 Nomor : 900/433/V.02/2021 tanggal 09
Agustus 2021;

62) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran BLT Desa
Bulan Maret 2021 Batch 64 Nomor : 900/452/V.02/2021 tanggal 12
Agustus 2021;

63) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran BLT Desa
Bulan April 2021 Batch 67 Nomor : 900/482/V.02/2021 tanggal 19
Agustus 2021;

64) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Reguler Tahap II Batch 8 Nomor : 900/574/V.02/2021 tanggal 11
Oktober 2021;

65) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Reguler Tahap 3 Batch 5 Nomor : 900/910/V.02/2021 tanggal 13
Desember 2021;

66) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Bantuan Langsung Tunai Bulan Desember Batch 128 Nomor
900/....... /V.02/2021 tanggal 13 Desember 2021;

67) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap | Nomor : 900/446/V.02/2020 tanggal 19 Mei 2020;

68) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap | Nomor : 900/498/V.02/2020 tanggal 15 Juni 2020;

69) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap | Bulan ke-3 Nomor : 900/573/V.02/2020 tanggal 07 Juli 2020;

70) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap Il Bulan ke-1 Batch 7 Nomor : 900/705/V.02/2020 tanggal 05
Agustus 2020;
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71)

72)

73)

1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap Il Bulan ke-1 Batch 15 Nomor : 900/889/V.02/2020 tanggal 03
September 2020;

1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap Il Bulan ke-3 Batch 21 Nomor : 900/871/V.02/2020 tanggal 21
September 2020;

1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pengantar Penyaluran Dana Desa
Tahap Il Batch 1 Nomor : 900/1103/V.02/2020 tanggal 02 Desember
2020.

Barang Bukti nomor urut 45 s/d 73 dikembalikan ke Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat melalui
Nuryanti, S.E., M.M. selaku Kabid Perbendaharaan di BPKAD Kabupaten

Pesisir Barat;

74)

75)

76)

77)

78)

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) yang diterima oleh Peratin dan
Bendahara pada tanggal 10 Mei 2021,

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) untuk gaji Aparatur Pekon, SPJ
dan sisanya, yang diterima oleh Amri Jaya pada tanggal 19 Mei 2021;

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh
Peratin Amri Jaya dan Bendahara Syarip Ali pada tanggal 18 Juni 2021,
1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang
diterima oleh Amri Jaya pada tanggal 23 Juni 2021;

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk
pembangunan pisik jembatan yang diterima oleh syarip Ali dan

Habiburrohman pada tanggal 05 November 2021;
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79)

80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)

87)
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1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara sejumlah Rp.
42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima
oleh Amri Jaya pada tanggal 06 November 2021;

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 22
November 2021;

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran
pajak yang diterima oleh Amri Jaya pada tanggal 22 November 2021,

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk BLT DD bulan September
dan Oktober yang diterima oleh Amri Jaya dan Syarip Ali pada tanggal

22 Desember 2021;

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk BLT DD yang diterima oleh
Amri Jaya pada tanggal 23 November 2021,

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk gaji
Aparat, Imam Masjid, Guru Ngaji yang diterima oleh Peratin dan
Bendahara pada tanggal 22 Desember 2021;

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang diterima
oleh Amri Jaya pada tanggal 22 Desember 2021,

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk insentip Marbot
yang ditanda tangani oleh Yusri pada tanggal 10 Juni 2021;

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk insentip Marbot
yang ditanda tangani oleh Ruskan pada tanggal 10 Juni 2021;
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88)

89)

90)

91)

92)

93)

94)

95)

96)
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1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk insentip Marbot
yang ditanda tangani oleh Muzayat pada tanggal 10 Juni 2021,

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk
insentip Guru Ngaji yang ditanda tangani oleh Akman pada tanggal 10
Juni 2021,

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus Lima Puluh ribu rupiah) untuk
insentip Guru Ngaji yang ditanda tangani oleh Almalina pada tanggal 10
Juni 2021,

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk insentip Guru
Ngaji yang ditanda tangani oleh Yusirwan pada tanggal 10 Juni 2021;

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk insentip Imam Pembantu yang
ditanda tangani oleh M. Khoribin pada tanggal 10 Juni 2021;

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk insentip Guru
Ngaji yang ditanda tangani oleh Muhsin G pada tanggal 10 Juni 2021;

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk insentip Khotib yang ditanda
tangani oleh Sarip Ali pada tanggal 10 Juni 2021,

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid sejumlah Rp.
4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk insentip Imam
Masjid yang ditanda tangani oleh Arzani pada tanggal 10 Juni 2021;

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran guru ngaji,

imam dan marbot yang diterima oleh Arzani pada tanggal 19 Juni 2021.
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97) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran guru ngaiji,
imam dan marbot masjid Arrohman Pagar Dalam yang diterima oleh
Arzani pada tanggal 24 Desember 2021.

98) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk
insentip Guru Ngaji yang ditanda tangani oleh Akman pada tanggal 05
Desember 2021.

99) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk insentip Imam Pembantu yang
ditanda tangani oleh M. Khoribin pada tanggal 05 Desember 2021.

100) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk insentip Guru Ngaji yang
ditanda tangani oleh Yusirwan pada tanggal 05 Desember 2021.

101) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk insentip Marbot
Ibilal yang ditanda tangani oleh Muzayat pada tanggal 05 Desember
2021.

102) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk insentip Marbot
yang ditanda tangani oleh Ruskan pada tanggal 05 Desember 2021.

103) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk insentip Marbot
yang ditanda tangani oleh Yusri pada tanggal 05 Desember 2021.

104) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk insentip Guru
Ngaji yang ditanda tangani oleh Muhsin pada tanggal 05 Desember
2021.
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105) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk insentip Khotib yang ditanda
tangani oleh Sarip Ali pada tanggal 05 Desember 2021.

106) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk insentip Imam
Masjid yang ditanda tangani oleh Arzani pada tanggal 05 Desember
2021.

107) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Imam Masjid (Arzani) sejumlah
Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh riba rupiah) untuk
insentip Guru Ngaji yang ditanda tangani oleh Almalina pada tanggal 05
Desember 2021.

108) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran
Gaji LHP yang diterima oleh Nursahbeni pada tanggal 22 Juni 2021.

109) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran
BLT Tahap | yang diterima oleh Amri Jaya dan Syarip Ali pada tanggal
20 Mei 2020.

110) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara sejumlah Rp.
127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran
BLT Dana Desa Tahap | yang diterima oleh Amri Jaya pada tanggal 21
Mei 2020.

111) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
170.400.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
untuk pembayaran Gaji Aparat ADP Tahap | yang diterima oleh Amri
Jaya dan Syarip Ali pada tanggal 10 Juni 2020.

112) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
170.400.000,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk
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pembayaran Gaji Aparatur Pekon ADP Tahap | yang diterima oleh Amri
Jaya pada tanggal 13 Juni 2020.

113) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
125.700.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran BLT DD Tahap Il yang diterima oleh Amri Jaya dan Syarip
Ali pada tanggal 18 Juni 2020.

114) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon sejumlah Rp.
125.700.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran BLT DD Tahap Il yang diterima oleh Amri Jaya pada
tanggal 20 Juni 2020.

115) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bank Lampung sejumlah Rp.
84.750.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) yang diterima oleh Syarip Ali dan Firdaus pada tanggal 10 Juni
2020.

116) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 84.750.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Amri Jaya pada tanggal 10 Juli
2020.

117) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
untuk pembayaran Gaji LHP yang diterima oleh Zulyadin pada tanggal
12 Juni 2020.

118) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk
pembayaran Guru Ngaji, Imam dan Marbot yang diterima oleh Arzani
pada tanggal 10 Juni 2020.

119) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk

Halaman 42 of 59 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



pembayaran Guru Ngaji, Imam dan Marbot masjid Arrohman Pagar
Dalam yang diterima oleh Arzani pada tanggal 12 Juni 2020.

120) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 19 Juni 2020.

121) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Pembersihan Kuburan selama enam bulan Januari s/d
Juni 2020 yang diterima oleh Malkan pada tanggal 19 Juni 2020.

122) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Profil Pekon pada tanggal 02 Oktober 2020.

123) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Imam Masjid Arrohman yang diterima oleh M. Choribin
pada tanggal 12 Juni 2020.

124) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Marbot yang diterima oleh Ruskan pada tanggal
12 Juni 2020.

125) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Marbot yang diterima oleh Yusri pada tanggal 12
Juni 2020.

126) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Khotib yang diterima oleh Syarip Ali pada
tanggal 12 Juni 2020.

127) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
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pembayaran Insentif Marbot yang diterima oleh Muzayat pada tanggal
11 Juni 2020.

128) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Imam Masjid yang diterima oleh Arzani pada
tanggal 12 Juni 2020.

129) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.2500.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Akman pada
tanggal 12 Juni 2020.

130) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Almalina pada
tanggal 12 Juni 2020.

131) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Nusirwan pada
tanggal 12 Juni 2020.

132) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Muhsin pada
tanggal 12 Juni 2020.

133) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang
diterima oleh Sudirman pada tanggal 10 Juli 2020.

134) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran buat
seragam pemda yang diterima oleh Sudirman pada tanggal 11 Juli
2020.
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135) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Ongkos Tukang yang diterima oleh Ali Hasan pada tanggal
23 Juli 2020.

136) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Besi
yang diterima oleh Ali Hasan pada tanggal 27 September 2020.

137) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran
Ongkos Tukang yang diterima oleh Ali Hasan pada tanggal 07
November 2020.

138) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran Ongkos
Tukang yang diterima oleh Ali Hasan pada tanggal 11 Oktober 2020.

139) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran Ongkos
Tukang yang diterima oleh Ali Hasan pada tanggal 12 November 2020.

140) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Marbot yang diterima oleh Yusri pada tanggal 05
November 2020.

141) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Marbot yang diterima oleh Ruskan pada tanggal
05 November 2020.

142) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Marbot yang diterima oleh Muzayat pada tanggal
05 November 2020.
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143) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Khotib yang diterima oleh Syarip Ali pada
tanggal 05 November 2020.

144) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Imam Masjid yang diterima oleh Arzani pada
tanggal 05 November 2020.

145) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Almalina pada
tanggal 05 November 2020.

146) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Akman pada
tanggal 05 November 2020.

147) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Muhsin pada
tanggal 05 November 2020.

148) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Guru Ngaji yang diterima oleh Nusirwan pada
tanggal 05 November 2020.

149) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Bendahara Pekon Pagar Dalam
sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Insentif Imam Masjid yang diterima oleh M. Choribin pada
tanggal 05 November 2020.
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150) Keputusan Peratin Pekon Pagar Dalam Nomor
900/23/KPTS/2003.VI1.04/2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang
Pengangkatan Kaur Keuangan Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019.

Barang Bukti nomor urut 74 s/d 150 dikembalikan ke Pekon Pagar

Dalam melalui Syarip Ali selaku Bendahara Pekon Pagar Dalam TA 2020

dan 2021;

151) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00049A tanggal 19 Mei 2020 Penyaluran Dana Desa Kab. Pesisir Barat
Tahap | TA 2020 untuk 7 Desa sebesar Rp. 989.505.300 (Sembilan
ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima ribu tiga ratus rupiah)

152) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00078A tanggal 16 Juni 2020 Penyaluran Dana Desa Kab. Pesisir Barat
Tahap | TA 2020 untuk 33 Desa sebesar Rp. 5.040.627.150 (lima milyar
empat puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu serratus lima puluh
rupiah).

153) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00107A tanggal 08 Juli 2020 Penyaluran Dana Desa Kab. Pesisir Barat
Tahap | TA 2020 untuk 9 Desa sebesar Rp. 868.971.800 (delapan ratus
enam puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan
ratus rupiah).

154) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00141A tanggal 05 Agustus 2020 Penyaluran Dana Desa Kab. Pesisir
Barat Tahap 2 TA 2020 untuk 13 Desa sebesar Rp. 1.767.046.050 (satu
milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat puluh enam ribu lima
puluh rupiah).

155) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00213A tanggal 03 September 2020 Penyaluran Dana Desa Kab.
Pesisir Barat Tahap 2 TA 2020 untuk 53 Desa sebesar Rp.
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7.767.192.000 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta serratus
sembilan puluh dua ribu rupiah).

156) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00234A tanggal 22 September 2020 Penyaluran Dana Desa Kab.
Pesisir Barat Tahap 2 TA 2020 untuk 53 Desa sebesar Rp.
5.178.128.000 (lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus
dua puluh delapan ribu rupiah).

157) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
000255A tanggal 03 Desember 2020 Penyaluran Dana Desa Kab.
Pesisir Barat Tahap 3 TA 2020 untuk 71 Desa sebesar Rp.
13.718.735.050 (tiga belas milyar tujuh ratus delapan belas juta tujuh
ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah).

158) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00089A tanggal 10 Mei 2021 Penyaluran Dana Desa Kab. Pesisir Barat
Tahap | TA 2021 untuk 43 Desa sebesar Rp. 3.303.168.160 (tiga milyar
tiga ratus tiga juta seratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh
rupiah).

159) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00154A tanggal 16 Juni 2021 Penyaluran Dana Desa Kab. Pesisir Barat
Tahap | TA 2021 untuk 6 Desa sebesar Rp. 1.644.055.840 (satu milyar
enam ratus empat puluh empat juta lima puluh lima ribu delapan ratus
empat puluh rupiah).

160) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00172A tanggal 23 Juni 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021 untuk
BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-1 untuk 6 Desa sebesar Rp.
66.900.000 (enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

161) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00267A tanggal 10 Agustus 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-2 untuk 23 Desa sebesar
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Rp. 299.400.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus
ribu rupiah).

162) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00283A tanggal 12 Agustus 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-3 untuk 19 Desa sebesar
Rp. 263.400.000 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu
rupiah).

163) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00303A tanggal 20 Agustus 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-4 untuk 17 Desa sebesar
Rp. 231.000.000 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).

164) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00403A tanggal 05 Oktober 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-5 untuk 1 Desa sebesar
Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

165) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00430A tanggal 13 Oktober 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-7 untuk 19 Desa sebesar
Rp. 234.600.000 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu
rupiah).

166) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00432A tanggal 13 Oktober 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-8 untuk 19 Desa sebesar
Rp. 234.600.000 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu
rupiah).

167) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00434A tanggal 13 Oktober 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
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untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-6 untuk 19 Desa sebesar
Rp. 234.600.000 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu
rupiah).

168) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00436A tanggal 13 Oktober 2021 Penyaluran Dana Desa Kab. Pesisir
Barat Tahap 2 TA 2021 untuk 19 Desa sebesar Rp. 5.833.739.200(lima
milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan
ribu dua ratus rupiah).

169) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00522A tanggal 01 Desember 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-10 untuk 9 Desa sebesar
Rp. 152.100.000 (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).

170) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00524A tanggal 01 Desember 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-9 untuk 9 Desa sebesar
Rp. 152.100.000 (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).

171) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00575A tanggal 14 Desember 2021 Penyaluran Dana Desa Kab.
Pesisir Barat Tahap 3 TA 2021 untuk 25 Desa sebesar Rp.
4.447.135.600 (empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus
tiga puluh lima enam ratus rupiah).

172) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00571A tanggal 14 Desember 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-12 untuk 25 Desa sebesar
Rp. 327.300.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

173) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) , Nomor
00579A tanggal 14 Desember 2021 Penyaluran Dana Desa TA 2021
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untuk BLT Desa Kab. Pesisir Barat Bulan ke-11 untuk 25 Desa sebesar
Rp. 327.300.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
Barang Bukti nomor urut 151 s/d 173 dikembalikan ke Achmad Slamet
Subhan;
174) 1 (satu) Rangkap fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa
Pekon Pagar Dalam Tahun 2020 versi Aplikasi Omspan.
175) 1 (satu) Rangkap fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa
Pekon Pagar Dalam Tahun 2021 versi Aplikasi Omspan.
176) 1 (satu) Rangkap fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Sumber Dana
Desa Pekon Pagar Dalam Tahun 2021 versi Aplikasi Siskeudes.
Barang Bukti nomor urut 174 sild 176 dikembalikan ke Dinas
Pemberdayaan masyarakat dan pekon (DPMP) melalui Hury Rahmanto;
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor. 13/Akta.Pen.Pid.Sus-
TPK/2023/PN Tjk Juncto Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Penuntut
Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal
12 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023

Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
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Membaca, Memori Banding tanggal 25 Juli 2023 yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Tangjungkarang tanggal 25 Juli 2023.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding
tanggal tanggal 25 Juli 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dengan rinci dan seksama
membuktikan pasal Primair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-
undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal
18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan
atas Undang-undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang mana dalam pertimbangan kami bahwa Terdakwa AMRI
JAYA BIN MAAZI (Alm) telah terbukti dan memenuhi unsur pasal tersebut:

Bahwa dasar pertimbangan Penuntut Umum menyatakan bahwa
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu melanggar
pasal 2 ayat (1) UU Korupsi telah termuat lengkap dalam surat tuntutan No. Reg
Perk: PDS-01/Krui/03/2023 yang telah dibacakan dalam persidangan tertanggal
14 Juni 2023 yang pada intinya Terdakwa AMRI JAYA BIN MAAZI (Alm) telah
memenuhi semua unsur dalam pasal Primair pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI
Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 18 ayat (1)
huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas
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Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Bahwa kemudian mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim
tindak pidana korupsi yang menghukum Terdakwa AMRI JAYA BIN MAAZI (Alm)
adalah terbukti pasal 3 ayat (1) Undang-undang Rl Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 4
(empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 150 000.000 (seratus lima puluh juta
rupiah) subsidair 4(empat) bulan kurungan serta membayar uang pengganti
sejumlah Rp. 550.176.751,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh
enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila
Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan sesudah
putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya
akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi
untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun, tidak memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan
negara dikarenakan perbuatan Terdakwaa AMRI JAYA BIN MAAZI (Alm)
adalah perbuatan yang sangat meresahkan Masyarakat dan negara dikarenakan
perbuatan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, selain itu juga
Terdakwa AMRI JAYA BIN MAAZI (Alm) sama sekali tidak ada niat untuk
melakukan pengembalian atas kerugian negara yang ditimbulkan oleh
perbuatannya, oleh karena itu haruslah dihukum dengan ganjaran yang setimpal
dan sesuai dengan perbuatannya.

Bahwa kemudian terkait dengan nilai kerugian keuangan negara yang
ditetapkan sebagai uang pengganti oleh Majelis dalam Putusan Nomor

11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk yakni sejumlah Rp. 550.176.751,00 (lima ratus
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lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah)
atas penetapan uang pengganti tersebut Penuntut Umum masih berpegang
teguh dengan surat tuntutan nomor: PDS/-01/Krui/03/2023 yang telah dibacakan
dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 14 Juni 2023 yang mana dalam
surat tuntutan tersebut berdasarkan alat bukti berupa Laporan Hasil Audit Dalam
Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana
korupsi penyalahgunaan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pekon
pada Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Tahun
Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/LHA-283/111.01/2022
tanggal 1 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Pesisir Barat
dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.
1030.553.232(satu milyar tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus
tiga puluh dua rupiah).

Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut merupakan
perhitungan yang dilakukan oleh auditor yang telah memiliki sertifikat dan
keahlian sesuai bidangnya dalam melakukan perhitungan kerugian negara atas
penggunaan anggaran Pendapatan belanja Pekon, namun dalam pertimbangan
majelis hakim hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari inspektorat Kab.
Pesisir Barat tidak dipertimbangkan atau tidak dipergunakan sebagai hasil
perhitungan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum,
majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan
seksama berdasarkan fakta  Terdakwa telah menyalahgunakan
jabatannya/kewenangannya selaku Peratin Pekon Pagar Dalam dalam

mengelola keuangan/dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
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Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 tidak melaksanakan
kewajibannya selaku Peratin sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati
Pesisir Barat Nomor: B/367/KPTS/01/HK-PSB/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

Bahwa terhadap besarnya nilai kerugian keuangan negara yang
ditetapkan sebagai uang pengganti oleh Majelis dalam Putusan Nomor
11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk yakni sejumlah Rp. 550.176.751,00 (lima ratus
lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah)
didasarkan kepada Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat
Nomor 700/LHA-283/111.01/2022 tanggal 1 Desember 2022.

Bahwa perincian perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut
dilakukan dengan Metode atau dengan cara menghitung jumlah APB Pekon
Pagar Dalam tahun 2020 yang dipertanggungjawabkan (SPJ) dan SILPA Tahun
Anggaran 2019 serta APB Pekon Pagar Dalam tahun Anggaran 2021, dikurangi
dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2021
sehingga ditemukan Kerugian keuangan Negara Tahun 2020 sejumlah Rp.
284.464.166-(dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh
empat ribu seratus enam puluh enam rupiah) dan kerugian keuangan Negara
Tahun 2021 sejumlah Rp.265.712.585,(dua ratus enam puluh lima juta tujuh
ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari
dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 11/Pid.Sus-
TPK/2023/PN Tjk tanggal 12 Juli 2023 dan setelah memperhatikan memori
banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding
menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena pertimbangan-

pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
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sudah benar dan tepat menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
di persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan selanjutnya
membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut namun perbuatan
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *“
Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan subsidair, maka
pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat
Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini kecuali mengenai
pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu diubah dengan
pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan
Terdakwa sejumlah Rp. 550.176.751,00 (lima ratus lima puluh juta seratus tujuh
puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) sebagai kategori yang ringan
dan dampak akibat perbuatan terdakwa tidak signifikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 12 Juli 2023 yang
dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pemidanaan (pidana
pokok), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut dibawabh ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan
Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa

dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
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Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa dipidana maka Terdakwa
harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 12 Juli 2023
yang dimintakan banding mengenai pemidanaan (pidana pokoknya)
sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI JAYA BIN MAAZI (Alm) tersebut diatas,
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair:

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair
tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa AMRI JAYA BIN MAAZI (Alm) tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsidair:

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMRI JAYA BIN MAAZI (Alm)

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan
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denda sejumlah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah
Rp.550.176.751,00( lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh
enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dengan ketentuan
apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1
(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan
hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut
Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut
dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana
Penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

8. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN
Tjk tanggal 12 Juli 2023 untuk selebihnya;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023
oleh kami BONAR HARIANJA, S.H.,,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS
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SIMBOLON, S.H., M.H. dan SONDANG MARPAUNG, S.H.M.H., masing masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut serta Drs. Samsir,
S.H.MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum

dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
d.t.o d.t.o

ANTONIUS SIMBOLON, SH.,MH BONAR HARIANJA, S.H., M.H.
d.t.o

SONDANG MARPAUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Drs. SAMSIR,S.H.MH

Untuk Salinan Resmi
Panitera
Tanggal : 29 — 08 — 2023

CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH
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